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DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF)
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ABSTRAK

Ekonom� kreat�f menjad� sebuah �st�lah yang semak�n populer akh�r-akh�r �n�. P�hak-

p�hak yang mem�l�k� kewenangan dalam pemer�ntahan maupun berbaga� elemen d� masyarakat 

semak�n ser�ng mendengar dan mengatakan term�nolog� tersebut, yang sekal�gus merupakan 

salah satu �nd�kator bahwa terdapat upaya untuk mengembangkan dan mengopt�malkan gagasan 

atau konseps� ekonom� kreat�f �n� menjad� salah satu ekonom� yang bermanfaat bag� masyarakat 

dan bangsa �n�. 

Dalam d�skus� dengan komun�tas an�mas� d� Yogyakarta beberapa waktu lalu (11 Jun� 

2014), Menter�  Par�w�sata dan Ekonom� Kreat�f (Menparekraf) mengaku� bahwa tantangan 

�ndustr� an�mas� Indones�a yang terbesar adalah : pemb�ayaan, akses pasar, dan perl�ndungan 

HAKI. R�set �n� membahas persoalan HAKI (HKI) dalam ka�tannya dengan pengembangan 

Ekonom� Kreat�f dengan rumusan permasalahan : (1) Adakah dan ketentuan manakah dalam UU 

HKI yang mendukung pengembangan ekonom� kreat�f ? ; (2) Apa yang perlu d�lakukan dalam 

penyempurnaan dan penegakan hukum HKI untuk mengopt�malkan perl�ndungan dan kepast�an 

bag� para pelaku ekonom� kreat�f ? 

Landasan teor� penel�t�an �n� adalah Teor� Ut�l�tar�an�sme Hukum dan Teor� Ikl�m Investas�. 

Adapun metode penel�t�an yang d�terapkan dalam penel�t�an �n� adalah penel�t�an kual�tat�f 

melalu� pelaksanaan r�set kepustakaan dengan sumber data utama berupa bahan hukum pr�mer 

yakn� undang-undang (khususnya Undang-undang Hak C�pta dan UU Desa�n Industr�). 

Penel�t�an �n� sampa� pada kes�mpulan bahwa : (1) Terdapat ketentuan yang memada� 

d� dalam UU Hak C�pta (UU Nomor 19 Tahun 2002) dan UU Desa�n Industr� (UU Nomor 

31 Tahun 2000) yang mendukung pengembangan ekonom� kreat�f. Adapun ketentuan tersebut 

mel�put� pasal-pasal ber�kut : Pasal 5, 7, 10, 12, 56, dan 62 ayat 1 Undang-Undang hak C�pta. 

Dem�k�an pula dalam Undang-Undang Desa�n Industr� terdapat ketentuan yang memada� ya�tu 
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dalam Pasal 2, 3, 5, 7, 10, 12, 31, 32, 40, dan 46 Undang-Undang Desa�n Industr�. (2) Dalam 

rangka penyempurnaan dan penegakan hukum HKI, perlu d�pert�mbangkan penyempurnaan 

mengenai	 hal-hal	 berikut	 ini	 :	 ketentuan	 umum	 atau	 definisi	 dari	 berbagai	 istilah	 /	 konsep	 /	
pengert�an yang d�atur atau d�pergunakan dalam undang-undang tersebut, l�ngkup c�ptaan dan 

desa�n �ndustr� yang d�l�ndung�, tatacara penyelesa�an sengketa yang cepat efekt�f sederhana¸ 

tatacara penegakan hukum yang juga cepat efekt�f sederhana dan tentu berkead�lan (ba�k dar� 

seg� prosedur / hukum acara maupun dar� seg� ketentuan mater��l / substant�f hukum). Khusus 

terka�t penegakan hukum HKI dalam hubungan dengan ekonom� kreat�f, perlu pengawasan 

leb�h melekat oleh p�hak berwenang terhadap proses dan lembaga penegakan hukum HKI agar 

leb�h menjam�n kepast�an dan perl�ndungan hukum bag� seluruh warganegara, utamanya yang 

berkec�mpung dalam ekonom� kreat�f.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Cipta, Hak Desain Industri, Ekonomi 

Kreatif. 

ABSTRACT 

Creative Economy has became a more popular term recently. Either they who has authorities 

in government or they who represent various elements in society are getting more familiar in 

listening and saying this term, which could be regarded as an indicator that there is an effort to 

develop and optimise the idea or the conception of Creative Economy to be one of the useful / 

meaningful economic sector for the society and for Indonesia. 

In a discussion with the animation community in Yogyakarta some weeks ago (11 June 

2014), the minister of tourism and creative economy said that there are some big challenges 

in animation industry in Indonesia, they are  : financing, market access, and protection of HKI 

(Intellectual Property Rights = IPR) . This research is dealing with IPR issue in relation with 

“creative eonomy” development in Indonesia. The problems formulation of this research are : 

(1) Are there any and which ones are (if any) the clauses / provisions of the Indonesian Laws 

regarding IPR that promoting the development of creative economy ? ; (2) What measures are 

needed to be taken in revising and enforcing the laws of IPR to optimise the protection and 

certainty to the actors of creative economy ? 

The theoretical bases of this research are the theory of Legal Utilitarianism and the 

theory of  Investment / Business Climate. The research approah conducted hereto is Qualitative 

Research by performance of library researches with the primary legal materials (in the form of 

Laws (Undang-Undang), especially The Laws regarding Copyrights and The Laws regarding 

Industrial Design Rights) as the main data source of this research, 
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This research has come to the conclusions : (1) There are adequate provisions/norms/

clauses in The Laws regarding Hak Cipta and The Laws regarding Desain Industri which support 

the development of creative economy in Indonesia. Said clauses are provided in the articles 5, 7, 

10, 12, 56, dan 62 ayat 1 of UU Hak Cipta and articles 2, 3, 5, 7, 10, 12, 31, 32, 40, dan 46 of 

UU Desain Industri ; (2) In order to revise and enforce the Laws regarding IPR, some following 

issues / provisions are necessary to be considered for revisions : the definitions of the terms used 

therein (in the Laws / Undang-Undang), the scope or the extent of “creations” and or “designs” 

that are protected by the said Laws, the procedures of dispute settlements which are short - 

effective - simple, also the procedures of law enforcement that are short simple effective and of 

course, fair too (not only the procedure but also the substantive norms). In relation with the law 

enforcement, the supervisory function by the authorities should be more intensified toward the 

law enforcement process and institutions in order to provide more certainty and protection to all 

citizens, mainly the actors of creative economy. 

Keywords : Intellectual Property Rights, Copy Rights, Industrial Design Rights, Creative Economy. 

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Menter� Par�w�sata dan Ekonom� Kreat�f (Menparekraf) Mar� Elka Pangestu membuka 

Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menyusun Rencana Pengembangan Subsektor 

Ekonom� Kreat�f Nas�onal 2015-2019 d� Bala�rung Soes�lo Soedarman, Gedung Sapta Pesona 

Jakarta, kantor Kementer�an Parekraf, tanggal 11 Jun� 2014 lalu (www.parekraf.go.id , 2014 a). 

Menparekraf mengatakan, ekonom� kreat�f merupakan sektor penggerak yang dapat menc�ptakan 

daya sa�ng bag�. Oleh karena �tu, untuk mempercepat pengembangan ekonom� kreat�f l�ma 

tahun ke depan (2015-2019) perlu d�susun rencana pengembangan mas�ng-mas�ng subsektor 

ekonom� kreat�f dengan mel�batkan seluruh stakeholder ekonom� kreat�f (pelaku/prakt�s�, 

akadem�s�, komun�tas maupun �nstans� terka�t). Subsektor ekonom� kreat�f yang d�maksud, 

yaitu:	1)	Arsitektur;	2)	Desain;	3)	Film,Video	&	Fotografi;	4)	Kuliner;	5)	Kerajinan;	6)	Mode;	
7) Mus�k; 8) Penerb�tan dan Percetakan; 9) Perma�nan Interakt�f; 10) Per�klanan; 11) R�set dan 

Pengembangan; 12) Sen� Rupa; 13) Sen� Pertunjukan; 14) Teknolog� Informas�; dan 15) Telev�s� 

dan Rad�o (www.parekraf.go.id , 2014 a).

Menter� mengatakan bahwa FGD akan merumuskan kerangka strateg�s (v�s�, m�s�, tujuan, 

sasaran, �nd�kator, target, arah keb�jakan, dan strateg�) dan kerangka kerja (�nd�kas� program dan 

keg�atan) pengembangan subsektor ekonom� kreat�f dalam l�ma tahun mendatang (2015-2019). 

Mar� Pangestu menjelaskan, bahwa dalam FGD pertama dan kedua, pemangku kepent�ngan 

telah	bersama-sama	mempertajam	pemahamannya	dalam	mendefinisikan	setiap	subsektor	dan	
memaham� ekos�stem dan peta �ndustr� set�ap subsektor. Hal �n� menjad� bekal bag� pemangku 
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kepent�ngan untuk memaham� kond�s� set�ap subsektor d� Indones�a saat �n� dan kond�s� yang 

berkembang d� t�ngkat global. Hal �n� d�harapkan dapat men�ngkatkan kual�tas perencanaan yang 

akan d�has�lkan nant�nya (www.parekraf.go.id , 2014 a).

Mar� Pangestu menekankan tujuh �su strateg�s yang menjad� potens� maupun tantangan yang 

perlu mendapatkan perhat�an para pemangku kepent�ngan dalam pengembangan ekonom� kreat�f, 

ya�tu: (1) Ketersed�aan sumber daya kreat�f yang profes�onal dan kompet�t�f; (2) Ketersed�aan 

sumber daya alam yang berkual�tas, beragam, dan kompet�t�f; dan sumber daya budaya yang 

mudah d�akses; (3) Industr� yang berdaya sa�ng, tumbuh, dan berragam; (4) Ketersed�aan 

pemb�ayaan; (5) Perluasan pasar bag� karya kreat�f; (6) Ketersed�aan �nfrastruktur dan teknolog� 

yang sesua� dan kompet�t�f; dan (7) Kelembagaan yang mendukung (www.parekraf.go.id , 2014 

a). 

Fokus pengembangan subsektor ekonom� kreat�f pada per�ode 2015-2019 adalah pen�ngkatan 

daya	saing	industri	kreatif	via	pemanfaatan	iptek,	pengembangan	kreatifitas,	dan	kelembagaan.	
D�targetkan kontr�bus� PDB ekonom� kreat�f h�ngga 8-9% dengan syarat pertumbuhan m�n�mal 

7-9%, d�mana saat �n� ekonom� kreat�f telah berkontr�bus� 7% dengan t�ngkat pertumbuhan 

5,76%. Sela�n �tu, t�ngkat part�s�pas� tenaga kerja �ndustr� kreat�f juga d�targetkan mencapa� 11-

12% dar� total tenaga kerja nas�onal, d�mana saat �n� ekonom� kreat�f telah berkontr�bus� sebesar 

10,7%, dan sela�n �tu akan d�dorong penc�ptaan kota kreat�f dan ruang publ�k bag� masyarakat d� 

seluruh w�layah Indones�a (www.parekraf.go.id , 2014 a). 

Menparekraf juga d�ber�takan melakukan kunjungan kerja mel�hat pengembangan ekonom� 

kreat�f d� Yogyakarta mel�hat perkembangan ekonom� kreat�f berbas�s sen� dan budaya (EKSB) 

dan ekonom� kreat�f berbas�s med�a, desa�n dan IPTEK (EKMDI) (www.parekraf.go.id , 2014 

b).	Dalam	 perekonomian	 dunia	 yang	melamban	 dan	 perlunya	 diversifikasi	 ekonomi	 berbasis	
padat karya, �ndustr� kreat�f dapat menjad� sumber pertumbuhan dan daya sa�ng.  Pertumbuhan 

ekonom� kreat�f rata-rata tahun 2013 adalah 5,78% (leb�h t�ngg� dar� pertumbuhan nas�onal 

5,76%), kontr�bus� ekonom� kreat�f terhadap perekonom�an nas�onal sebesar  Rp 641,8 tr�l�un 

atau mencapa� 7% PDB nas�onal, serta menc�ptakan 11,9 juta lapangan kerja atau 10,7% tenaga 

kerja nas�onal dan membuka 5,4 juta usaha atau 9,7% dar� jumlah usaha nas�onal yang sebag�an 

besar adalah UMKM.

Sumbangan dev�sa d�perk�rakan US$ 10 m�lyar. Yang t�dak kalah pent�ng adalah n�la� 

tambah yang d�peroleh dar� �ndustr� kreat�f dan dampak langsung yang d�rasakan langsung oleh 

komun�tas setempat. (www.parekraf.go.id , 2014 b). Dalam kunjungan Selasa dan Rabu (10-11 

Jun� 2014), Menparekraf mengunjung� pusat pengembangan ekonom� kreat�f yang telah berhas�l 

mengembangkan karya kreat�f yang member� n�la� tambah t�ngg� serta mampu menembus 

pasar global sepert� sekolah an�mas� STMIKAMIKOM d�mana juga ada usaha kreat�f d�dalam 

kampus ya�tu salah satunya stud�o an�mas� MSV P�ctures, ArtJog dan perusahaan eksport�r 

kr�ya Out of Asia (OOA). Yogyakarta merupakan model sebuah daerah (prov�ns�) yang berhas�l 

mengembangkan potens� ekonom� kreat�f, menc�ptakan lapangan pekerjaan, men�ngkatkan 
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kual�tas h�dup dan mengangkat nama Yogyakarta dan Indones�a d� dun�a, kata Menter�.  Pelajaran 

pent�ng keberhas�lan Yogyakarta adalah kolaboras� 4 pelaku utama ekos�stem kreat�f ya�tu : 

komun�tas kreat�f, �nst�tus� pend�d�kan / para ahl�, �ndustr�, dan pemer�ntah,” kata Mar� (www.
parekraf.go.id , 2014 b). 

Industr� an�mas� mula� menembus pasar global. D� Kampus STMIK AMIKOM Yogyakarta, 

Menter� Mar� Pangestu sempat berd�skus� dengan ketua STMIK AMIKOM dan Kom�sar�s Utama 

PT MSV P�ctures, serta perwak�lan komun�tas an�mas� Yogyakarta yang tergabung dalam Jogja 

Animation.	Mari	 Pangestu	 juga	menyaksikan	 jasa	 kreatif	 film	 animasi	 yang	 dibuat	PT	MSV	
P�ctures serta men�njau stud�o dan produks� an�mas� PT MSV P�ctures yang berlokas� d� kampus. 

Beberapa un�t usaha yang berada d� kampus telah berhas�l mendapat order untuk berbaga� apl�kas� 

termasuk untuk memperba�k� kual�tas h�dup sepert� apl�kas� untuk kaum tunarunggu dan aut�s 

(www.parekraf.go.id	 ,	2014	b).	Yang	membanggakan	adalah	sedang	dipersiapkannya	dua	film	
an�mas� layar lebar untuk pasar global, “Battle of Surabaya” mengena� 10 Nopember 1945 dan 

“Fire and Ice”	yang	berbasis	filosofi	dan	cerita	Jawa.	Trailer	film	“Battle of Surabaya” telah 

mendapat 2 penghargaan, ya�tu People Choice Award dalam International Movie Trailer Festival 

(Cal�forn�a, USA) dan Nom�nator Foreign Animated Film dan Golden Trailer Festival. Yang 

menar�k adalah bahwa Fire and Ice mengunakan sutradara dan ed�tor skenar�o dar� Hollywood, 

Tr�stan Strange dan Robert Pawlosk� (www.parekraf.go.id , 2014 b).

Diharapkan	dengan	beredarnya	film	animasi	Battle of Surabaya dan Fire and Ice  akan 

menjadi	sumber	pemasukan	devisa,	mengingat	kedua	film	ini	mempunyai	potensi	nilai	yang	tinggi	
dengan est�mas� n�la� mas�ng-mas�ng US$ 10-20 juta dan US$ 20-30 j�ka d�d�str�bus�kan secara 

internasional.	Sebagai	perbandingan	tahun	lalu,	Walt	Disney	memasarkan	film	animasi	paling	
rendah	seharga	US$	81	juta	dan	paling	tinggi	dengan	film	Frozen sen�la� US$ US$ 1,17 m�lyar 

atau setara Rp 13 tr�l�un.   Ketua STMIK AMIKOM Yogyakarta, Profesor Suyanto menambahkan 

:	potensi	film	animasi	layar	lebar,	dapat	mengalahkan	penjualan	pesawat	terbang	buatan	PTDI	
(C212-400 The Multipurpose Aircraft : US$ 7.3 juta (pesawat s�p�l 24 penumpang), US$ 7.8 juta 

(pesawat m�l�ter 24 penumpang), CN235 : US$ 21.5 juta.   Dan penjualan merchandise, publ�kas� 

dan	hak	kekayaan	intelektual	dari	karakter	film	animasi	akan	berlanjut	setelah	film	beredar	(www.
parekraf.go.id , 2014 b).  Contoh yang luar b�asa adalah Mickey Mouse yang sudah “berus�a” 90 

tahun	dan	masih	menghasilkan	nilai	ekonomi.	Mari	Pangestu	 juga	berharap	 jika	film	animasi	
layar lebar berhas�l akan mengangkat Indones�a karena latar cer�ta Indones�a punya muatan lokal 

menar�k seh�ngga akan menyumbang kepada penc�traan mengena� Indones�a dan men�ngkatkan 

kunjungan ke Indones�a (www.parekraf.go.id , 2014 b).

Dalam d�skus� dengan komun�tas an�mas� d�aku� tantangan �ndustr� an�mas� Indones�a 

terbesar adalah pemb�ayaan, akses pasar atau channeling produks�, dan perlindungan HAKI 

(www.parekraf.go.id , 2014 b). Namun d�aku� juga bahwa banyak potens� dar� keterka�tan 

antar �ndustr� kreat�f sepert� m�salnya kom�k, an�mas� dan games belum terkoord�nas� 

opt�mal.  Pemer�ntah dalam hal �n� beberapa Kementer�an terka�t akan berupaya membantu 
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fas�l�tas� termasuk untuk jar�ngan pasar global dengan ke�kutsertaan d� Fest�val dan Pameran 

F�lm An�mas� serta membuka p�ntu ke d�str�butor �nternas�onal.  Pemer�ntah bersama-sama 

semua stakeholders juga tengah menyusun rencana aks� untuk pengembangan �ndustr� kreat�f 

secara menyeluruh, dan khusus untuk an�mas� agar ekos�stem dan �kl�m kondus�f pengembangan 

�ndustr� kreat�f dapat terwujud.

Menparekraf juga menyambut ba�k kerjasama Pemer�ntah Daerah Yogyakarta dan Jogja 

Animation dalam penyed�aan merk kolekt�f untuk karya para an�mator Yogyakarta. Fas�l�tas� 

pember�an hak kekayaaan intelektual �n� oleh Bala� B�sn�s Daerah Ist�mewa Yogyakarta 

membantu menjawab salah satu tantangan �ndustr� kreat�f khususnya an�mas� dalam hal pengakuan 

hak kekayaan �ntelektual. Industr� an�mas� masuk dalam subsektor teknolog� �nformas�. Tahun 

2013, subsektor teknolog� �nformas� berkontr�bus� sebesar Rp 10 T pada PDB nas�onal dengan 

pertumbuhan t�ngg�, mencapa� 8,24%. Subsektor teknolog� �nformas� juga menyerap leb�h 

dar� 69 r�bu tenaga kerja dengan leb�h dar� 8700 un�t lapangan usaha. Konsums� rumah tangga 

akan karya subsektor teknolog� �nformas� juga cukup t�ngg� ya�tu mencapa� Rp 8,5 T dengan 

pertumbuhan mencapa� 10% pada tahun 2013. 

Dalam suatu ber�ta mengena� ekonom� kreat�f  (www.parekraf.go.id , 2014 c) antara la�n 

d�sebutkan : Menter� Par�w�sata dan Ekonom� Kreat�f (Parekraf) Mar� Elka Pangestu mengatakan 

pengembangan ekonom� kreat�f mas�h menemu� beberapa kendala, mesk�pun potens� yang 

b�sa d�raup dar� sektor tersebut sangat besar. Selama beberapa tahun mengerjakan ekonom� 

kreat�f, k�ta mem�l�k� est�mas� bahwa sektor tersebut berkontr�bus� sebesar tujuh persen dar� 

perekonom�an nas�onal, yang terbag� dalam 15 sektor, kata Mar� Elka Pengestu saat berb�ncang 

dengan wartawan d� Solo. Mar� Elka mengatakan, dar� 15 sektor pada �ndustr� kreat�f tersebut, 

t�ga sektor utama pal�ng besar adalah �ndustr� kul�ner, fash�on dan keraj�nan. Sementara untuk 

sektor la�nnya mas�h terb�lang kec�l namun mem�l�k� pertumbuhan t�ngg� khususnya sektor 

teknolog� �nformas�. 

Memang ada kendala, dan t�ap sektor mem�l�k� perbedaan akan tetap� semua menghadap� 

�su strateg�s sepert� sul�tnya akses ke bahan baku / sumber daya, akses terhadap teknolog�, akses 

pemb�ayaan, serta akses pasar, termasuk jar�ngan ke �nternas�onal, dan �kl�m yang kondus�f 

untuk mendukung �ndustr� kreat�f, termasuk soal perl�ndungan Hak atas Kekayaan Intelektual 

(HaKI), adanya �nsent�f, keberp�hakan pemer�ntah, dan soal sumber daya manus�a, “ ujar Mar� 

Elka (www.parekraf.go.id , 2014 c). Menurut d�a, sesungguhnya Indones�a mem�l�k� keuntungan 

jauh leb�h besar j�ka d�band�ngkan negara-negara sepert� S�ngapura dan Malays�a khususnya 

j�ka d�ka�tkan dengan pasar dalam neger� yang besar dan kuat. Potens� pasar dalam neger� sangat 

besar, keberuntungan �n� yang t�dak d�m�l�k� Malays�a dan S�ngapura,” kata Mar� Elka.

Kemenparekraf telah mem�l�k� rencana jangka panjang dan menengah terka�t Pengembangan 

Subsektor Kreat�f Nas�onal 2015-2019, mel�put� 15 sektor	yakni	:	arsitektur,	desain,	film	video	
dan	fotografi,	kuliner,	kerajinan,	mode,	musik,	penerbitan	dan	percetakan,	permainan	interaktif,	
per�klanan, r�set dan pengembangan, sen� rupa, sen� pertunjukan, teknolog� �nformas�, dan 
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telev�s� serta rad�o. Ekonom� kreat�f merupakan sektor strateg�s dalam pembangunan depan, 

karena	ekonomi	kreatif	berkontribusi	signifikan	terhadap	perekonomian	nasional	yakni	sebesar	
tujuh persen PDB Nas�onal. Juga menyerap 11,8 juta tenaga kerja atau 10,72 persen dar� total 

tenaga kerja nas�onal, menc�ptakan 5,4 juta usaha atau sek�tar 9,68 persen dar� total jumlah usaha 

secara nas�onal, serta berkontr�bus� terhadap dev�sa negara sebesar Rp119 tr�l�un atau sebesar 

5,72 persen dar� total ekspor nas�onal. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonom� kreat�f mencapa� 

5,76 persen atau leb�h dar� pertumbuhan ekonom� nas�onal (yang besarnya 5,74 persen). (dar� 

www.parekraf.go.id , 2014 c). 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut d� atas, rumusan masalah penel�t�an �n� adalah sebaga� 

ber�kut : 

1. Adakah dan ketentuan manakah dalam UU HKI yang mendukung pengembangan 

ekonom� kreat�f ? 

2. Apa yang perlu d�lakukan dalam penyempurnaan dan penegakan hukum HKI untuk 

mengopt�malkan perl�ndungan dan kepast�an bag� para pelaku ekonom� kreat�f ? 

II. KONSEP 

Dalam penel�t�an �n� d�pergunakan beberapa konsep ber�kut �n� yang mas�ng-mas�ng 

d�jelaskan sebaga� ber�kut. Yang d�maksud dengan Peraturan Perundangan tentang HAKI adalah 

semua peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual 

(HAKI atau HKI) yang dalam hal penel�t�an �n� d�batas� mel�put� : Undang-undang (UU) nomor 

29 Tahun 2000 tentang Perl�ndungan Var�etasTanaman; UU nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Rahas�a Dagang ; UU nomor 31 Tahun 2000 tentang  Desa�n Industr� ; UU nomor 32 Tahun 2000 

tentang Desa�n tata Letak S�rku�t Terpadu ; UU nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ; UU nomor 

15 Tahun 2001 tentang Merek ; dan UU nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak C�pta. 

Dengan dem�k�an maka yang d�maksud dengan UU Desa�n Industr� dalam penel�t�an �n� 

adalah UU nomor 31 Tahun 2000 tentang Desa�n Industr�, sedangkan yang d�maksud dengan UU 

Hak C�pta dalam penel�t�an �n� adalah UU nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak C�pta. 

Adapun yang d�maksud dengan Ekonom� Kreat�f dalam penel�t�an �n� adalah seluruh asas, 

prinsip,	konsep,	aktifitas,	aturan,	dan	persoalan	yang	berada	dalam	lingkup	dan/atau	berkaitan	
dengan Ekonom� Kreat�f, yakn� ekonom� yang mencakup berbaga� hal yang berka�tan dengan 

kreatifitas	 manusia,	 baik	 sebagai	 individu	 maupun	 kelompok,	 dalam	 masyarakatnya	 dalam	
aktifitasnya	 menciptakan,	 merancang,	 menghasilkan,	 memperdagangkan,	 atau	 melakukan	
t�ndakan la�nnya atas barang dan atau jasa tersebut. Dalam penel�t�an �n� l�ngkup Ekonom� 

Kreat�f d�batas� mel�put� sektor-sektor ber�kut (15 sektor)	yakni	:	arsitektur,	desain,	film	video	
dan	fotografi,	kuliner,	kerajinan,	mode,	musik,	penerbitan	dan	percetakan,	permainan	interaktif,	
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per�klanan, r�set dan pengembangan, sen� rupa, sen� pertunjukan, teknolog� �nformas�, telev�s�  

dan rad�o.

III. LANDASAN TEORI 

Teor� yang menjad� landasan teoret�k penel�t�an �n� adalah : Teor� d� b�dang Hukum 

(termasuk Hukum B�sn�s, tentunya) yang laz�m d�sebut sebaga� Teor� (Al�ran) Ut�l�tar�an�sme 

yang secara s�ngkatnya menyatakan bahwa Tujuan Hukum adalah member�kan manfaat yang 

sebesar-besarnya bag� sebanyak-banyaknya orang (anggota masyarakat). Sela�n teor� tersebut, 

r�set �n� d�landas� pula oleh sebuah teor� / asums� dalam b�dang Ekonom� yang laz�m d�sebut 

sebaga� teor�/asums� tentang hubungan antara kepast�an hukum dan �kl�m �nvestas� / �kl�m dun�a 

usaha, yang secara sederhananya d�nyatakan bahwa semak�n t�ngg� t�ngkat kepast�an hukum 

maka semak�n ba�k �kl�m �nvestas�/usaha, semak�n t�ngg� ket�dak-past�an hukum maka semak�n 

t�dak menar�k pula �kl�m �nvestas� / �kl�m usaha d� suatu negara / daerah. 

IV. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Panja�tan (2003; Dalam Harjono, 2007)  terdapat t�ga faktor yang mempengaruh� 

�nvestas� d� Indones�a: 1. Faktor pol�t�k, faktor �n� sangat berpengaruh terhadap �kl�m usaha 

yang kondus�f. Kond�s� pol�t�k yang kurang stab�l dan t�dak menentu dapat berpengaruh pada 

menurunnya kega�rahan �nvestas�.; 2. Faktor ekonom�, faktor pol�t�k dan faktor ekonom� 

sangatlah sal�ng terka�t dan sal�ng mempengaruh�. Kond�s� ekonom� yang mengkhawat�rkan akan 

berdampak pada kekhawat�ran para �nvestor untuk ber�nvestas�. Sebaga� bag�an dar� ekonom�, 

kebijakan	fiskal	dan	moneter	sangat	mempengaruhi	minat	investasi.;	3.	Faktor	hukum,	hal	ini	
berka�tan dengan perl�ndungan yang d�ber�kan oleh pemer�ntah bag� keg�atan �nvestas�. S�stem 

hukum	harus	menciptakan	kepastian,	keadilan	dan	efisiensi.	
Sedangkan menurut Harjono (2007), faktor yang mempengaruh� �nvestas� suatu negara 

terbag� menjad� dua kelompok besar ya�tu faktor dalam neger� dan faktor luar neger�. Faktor 

dalam neger� d�jelaskan leb�h lanjut antara la�n : 1). Stab�l�tas pol�t�k dan ekonom�, 2). Keb�jakan 

dalam bentuk m�salnya deregulas� dan deb�rokras�, 3). Pembebasan dan pelonggaran terhadap 

beberapa pajak (�nsent�f), 4). Tersed�anya sumber daya alam yang mel�mpah, 5). Ikl�m dan letak 

geografis	serta	kebudayaan	dan	keindahan	alam,	6).	Sumber	daya	manusia	dengan	upah	yang	
cukup kompet�t�f (Harjono, 2007), sedangkan beberapa faktor luar neger� yang mempengaruh� 

kond�s� �nvestas� d� dalam neger�, antara la�n : apres�as� mata uang dar� negara asal �nvestas� 

dan faktor tenaga kerja dan kesed�aan sumberdaya alam.

Dar� t�njauan terhadap tul�san d� atas, dapat d�l�hat dengan jelas bahwa terdapat hubungan 

antara b�dang hukum dengan b�dang usaha / �nvestas�, dengan mana pem�k�ran �tu d�jad�kan 

dasar konseps�onal dalam penel�t�an �n�. Kemud�an sela�n �tu, dasar konseps�onal yang d�jad�kan 

perspektif	dalam	penelitian	ini	adalah	suatu	pemikiran	dalam	filsafat	hukum	mengenai	tujuan	
hukum yang laz�m d�sebut sebaga� Al�ran / Mazhab Ut�l�tar�an�sme Hukum, sebaga�mana telah 
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d�s�nggung sek�las dalam landasan teor� d� atas, bahwa d� dalam semua buku �lmu hukum dan/

atau	filsafat	hukum,	pemikiran	ini	pasti	disinggung	dan	dibahas	meskipun	hanya	secara	ringkas,	
oleh karena �tu t�dak perlu d�sebutkan d� dalam buku mana saja teor� �n� dapat d�baca, karena 

dapat d�katakan dapat d�temukan d� semua buku / tul�san hukum yang membahas teor� hukum / 

filsafat	hukum.	Namun	sebagai	sekadar	contoh	dapat	dilihat	dalam	buku	ini	(Fuady,	2005).	

V. METODE PENELITIAN 
Mengacu	 pada	 model	 pengklasifikasian	 penelitian	 yang	 secara	 umum	 membedakan	

penel�t�an menjad� dua macam / pendekatan, ya�tu penel�t�an kual�tat�f dan kuant�tat�f, maka 

penel�t�an �n� termasuk dalam jen�s / pendekatan penel�t�an “kual�tat�f”. Sebaga�mana d�sebutkan 

dalam beberapa tul�san mengena� metodolog� penel�t�an, salah satu c�r� yang khas dar� penel�t�an 

kual�tat�f adalah penel�t�an yang berusaha untuk mencar� makna / gagasan dar� suatu t�ndakan 

atau per�st�wa sos�al tertentu, dan oleh karena �tulah maka pelaksanaan dan pelaporan penel�t�an 

kual�tat�f t�daklah menggunakan angka-angka (dan/atau rumus-rumus pengolahan data angka) 

dalam melakukan anal�s�s ataupun melaporkan has�l penel�t�annya. Penel�t�an kual�tat�f juga 

dapat d�lakukan untuk mencar� hubungan antara suatu fenomena (t�ndakan / kejad�an) dengan 

gagasan atau makna yang melatarbelakang� fenomena tersebut (L�hat : Bung�n, 2003 : 21 ; juga: 

Suastama, 2010 : 48).  

Sumber data penel�t�an �n� adalah data kepustakaan. Oleh karena �tu banyak juga yang 

menyebut bahwa jen�s penel�t�an macam �n� adalah sebaga� “Penel�t�an Kepustakaan” (Library 

Research), yang laz�m d�pergunakan untuk membedakannya dengan jen�s penel�t�an la�nnya 

yang kerap d�sebut sebaga� “Penel�t�an Lapangan” (Field Research). Adapun Data kepustakaan 

untuk	kepentingan	penelitian	ini	dapat	diklasifikasikan	menjadi	“Bahan	Hukum	Primer”	yaitu	
mel�put� undang-undang dan/atau bentuk peraturan perundangan la�nnya, termasuk putusan 

pengad�lan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht). Untuk konteks penel�t�an �n�, sumber 

data kepustakaan berupa bahan hukum yang d�pergunakan sebaga� sumber data penel�t�an, 

diutamakan	berupa	bahan	hukum	yang	termasuk	kualifikasi	bahan	hukum	primer	tersebut,	dan	
j�ka d�pandang perlu, d�lengkap� pula dengan sumber data kepustakaan berupa bahan hukum 

sekunder (yang mel�put� buku/art�kel/jurnal tentang hukum atau peraturan-perundangan tentang 

HAKI tersebut). 

Tekn�k pengumpulan data untuk kepent�ngan penel�t�an �n� adalah dengan melakukan 

penel�t�an kepustakaan dengan pr�or�tas dan prosedur / langkah pengumpulan data sebaga� 

ber�kut : Mencar� sumber-sumber kepustakaan yang ber�s� atau membahas tentang ekonom� 

kreat�f atau hal-hal yang berhubungan dengan ekonom� kreat�f ; (Kemud�an, dengan anggapan 

bahwa ekonom� kreat�f akan berkenaan dengan hal-hal mengena� hak c�pta dan desa�n �ndustr�)- 

Meng�nventar�sas� peraturan perundangan yang berka�tan dengan hak c�pta dan desa�n �ndustr�; 

Memahami	 definisi	 /	 pengertian	 dan	 ruang	 lingkup	 “ekonomi	 kreatif”	 dari	 bahan-bahan	
kepustakaan tersebut d� atas; Meng�nventar�sas� sektor-sektor atau sub-sektor-sub sektor yang 
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termasuk dalam l�ngkup pengert�an “Ekonom� Kreat�f” ; Mempelajar� dan menemukan pasal-

pasal / ketentuan-ketentuan dalam peraturan-perundangan yang mengatur tentang HAKI, hak 

c�pta, dan desa�n �ndustr� yang berhubungan dengan sektor / sub-sektor atau l�ngkup keg�atan 

ekonom� kreat�f ; Menghubungkan antara ketentuan perundangan tersebut dengan sektor / 

sub-sektor yang termasuk l�ngkup ekonom� kreat�f untuk menjawab pertanyaan sebaga�mana 

d�rumuskan dalam rumusan masalah penel�t�an. 

Tekn�k anal�s�s data untuk kepent�ngan penel�t�an �n�, j�ka d�katakan secara r�ngkas adalah 

bers�fat deskr�pt�f, anal�t�k, dan �nterpretat�f, yang terd�r� atas langkah-langkah anal�s�s ber�kut 

�n� : Pertama, t�ap ketentuan dalam pasal-pasal undang-undang mengena� HAKI yang d�anggap 

berka�tan sektor / sub-sub sektor yang termasuk l�ngkup pengert�an ekonom� kreat�f d�kaj� dengan 

cermat (untuk nant�nya sebaga� dasar menganal�s�s dan meng�nterpretas�kan aturan termaksud); 

selanjutnya setelah data-data tersebut d�peroleh, maka d�lanjutkan dengan langkah-langkah 

anal�s�s data ber�kut �n� : menga�tkan antar data, mempertentangkan antar data, memband�ngkan 

antar data, dan mengulas / menganal�s�s satu per satu dan membedahnya / menganal�s�snya 

dengan landasan teor� sebaga�mana d�sampa�kan d� atas, atau, menganal�s�s dalam b�ngka� 

perspekt�f teor�t�s sebaga�mana landasan teor� r�set �n�. 

VI. HASIL PENELITIAN 
Dalam pernyataan mengena� dasar pert�mbangan dar� Undang-Undang Hak C�pta (UU 

Hak	Cipta)		(	=	Konsiderans	UU	:	Pernyataan	dasar	pertimbangan	sebuah	UU	yang	lazimnya	
d�nyatakan pada bag�an awal UU ), antara la�n d�nyatakan bahwa Indones�a punya keragaman 

etn�k, suku, budaya, juga kekayaan sen� dan sastra yang perlu perl�ndungan hak c�pta terhadap 

c�ptaan yang t�mbul dar� keanekaragaman tersebut. Pernyataan �tu menunjukkan bahwa 

keanekaragaman adalah salah satu faktor pent�ng bag� d�has�lkannya berbaga� c�ptaan. Bahwa 

Indones�a merupakan salah satu negara d� dun�a yang mem�l�k� keberuntungan �tu, menjad� 

negara atau bangsa yang mem�l�k� keanekaragaman suku / etn�k dan karenanya juga kekayaan 

budaya. Pencantuman pernyataan tersebut dalam kons�derans UU Hak C�pta menunjukkan 

bahwa para pembentuk atau penyusun UU Hak C�pta telah menyadar� bahwa pengaturan hak 

c�pta d� Indones�a adalah berka�tan dengan kond�s� keanekaragaman k�ta sebaga� suatu bangsa. 

Dalam Bab I UU Hak C�pta tentang ketentuan umum, ya�tu dalam Pasal 1 antara la�n 

d�sebutkan bahwa dalam UU hak C�pta tersebut yang d�maksud dengan Penc�pta adalah : 

(antara la�n) seorang atau beberapa orang yang atas �nsp�ras�nya melah�rkan c�ptaan berdasar 

kemampuan p�k�ran, �maj�nas�, kecekatan, keteramp�lan, atau keahl�an yang d�tuangkan ke 

dalam bentuk yang khas dan bers�fat pr�bad�. Sedangkan mengena� �st�lah “c�ptaan”, UU Hak 

C�pta menyatakan bahwa “C�ptaan” adalah has�l karya penc�pta yang menunjukkan keasl�annya 

dalam lapangan �lmu pengetahuan, sen�, atau sastra. Dar� ketentuan tersebut dapat d�l�hat bahwa 

dalam pengert�an UU Hak C�pta, c�ptaan �tu adalah berdasarkan kemampuan p�k�ran, �maj�nas�, 

kecekatan, keteramp�lan, atau keahl�an. In� sangat bersesua�an dengan pengert�an yang d�ber�kan 
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berbaga� p�hak terhadap Ekonom� Kreat�f, antara la�n, secara s�ngkat, adalah b�dang atau sektor-

sektor	ekonomi	yang	berkaitan	erat	dengan	kreatifitas,	dengan	hasil	pikiran,	dengan	imajinasi,	
dengan keteramp�lan, dan sejen�snya. Dar� s�tu semak�n tampak jelas adanya keterka�tan antara 

UU Hak C�pta dan Ekonom� Kreat�f, yang menjad� pokok kaj�an penel�t�an �n�. 

Leb�h lanjut dalam UU Hak C�pta (Pasal 1 angka 5) d�atur bahwa yang d�maksud dengan 

“pengumuman” suatu c�ptaan adalah mencakup pembacaan, peny�aran, pameran, penjualan, 

pengedaran, atau penyebaran suatu c�ptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk �nternet, 

atau cara apapun, seh�ngga suatu c�ptaan dapat d�baca, d�dengar, atau d�l�hat orang la�n. Sedangkan 

dalam Pasal 1 angka 5 UU Hak C�pta tersebut d�tentukan bahwa “perbanyakan” c�ptaan adalah 

penambahan jumlah suatu c�ptaan, ba�k keseluruhan atau sebag�an yang substans�al, dengan 

menggunakan bahan yang sama ataupun t�dak sama, termasuk mengal�hwujudkan secara 

permanen ataupun temporer. Mengapa pengert�an “pengumuman” dan “perbanyakan” �n� 

d�anggap pent�ng? Karena dalam UU Hak C�pta kedua hal tersebut men�mbulkan konsekuens� 

hukum, konsekuens� terhadap hak kewaj�ban p�hak tertentu. Leb�h r�nc� d�jelaskan ber�kut �n�.  

Dalam Pasal 5 UU Hak C�pta d�nyatakan antara la�n bahwa : yang d�anggap sebaga� 

“Penc�pta” adalah orang yang namanya terdaftar dalam “Daftar Umum C�ptaan” d� D�rektorat 

Jenderal (Hak C�pta) ; Atau : Orang yang namanya d�sebut dalam c�ptaan atau d�umumkan 

sebaga� penc�pta pada suatu c�ptaan. Pasal �n� menegaskan pandangan yang d�anut UU �n� bahwa 

sesungguhnya suatu hak c�pta langsung t�mbul dan melekat pada penc�pta c�ptaan sejak c�ptaan 

�tu d�lah�rkan atau d�terb�tkan. Walaupun dem�k�an, dem� adanya suatu kepast�an hukum dan 

leb�h kuatnya pembukt�an j�ka d�perlukan, maka melakukan pendaftaran c�ptaan adalah hal yang 

leb�h ba�k dan b�jak untuk d�lakukan. 

Ada juga beberapa ketentuan dalam UU Hak C�pta yang member�kan acuan / kepast�an atas 

beberapa persoalan yang berpotens� muncul m�salnya dalam Pasal 7 d�sebutkan bahwa j�ka suatu 

c�ptaan yang d�rancang oleh seseorang, kemud�an d�wujudkan dan d�kerjakan oleh orang la�n 

d� bawah p�mp�nan dan pengawasan orang yang merancang, maka yang d�anggap penc�ptanya 

adalah orang yang merancang c�ptaan tersebut. Aturan �n� menjawab permasalahan yang muncul 

j�ka ada p�hak yang mengkla�m bahwa �a yang mengerjakan c�ptaan �tu, bahwa tanpa d�r�nya 

maka c�ptaan �tu t�dak akan terwujud dan sebaga�nya. 

Dengan adanya aturan ant�s�pat�f �n� maka permasalahan sepert� �tu segera d�dapatkan 

penyelesa�annya secara past�. Dalam Pasal 10 UU Hak C�pta juga d�atur tentang hak c�pta atas 

c�ptaan yang penc�ptanya t�dak d�ketahu�. D�sebutkan antara la�n bahwa : Negara memegang 

hak c�pta atas pen�nggalan prasejarah / sejarah, dan benda budaya nas�onal la�nnya (Ayat 1), juga 

atas folklor dan has�l budaya rakyat yang menjad� m�l�k bersama sepert� cer�ta, h�kayat, dongeng, 

legenda,	babad,	lagu,	kerajinan	tangan,	koreografi,	tarian,	kaligrafi,	dan	karya	seni	lainnya	(Ayat	
2). 

Dalam Pasal 12 UU Hak C�pta tentang c�ptaan yang d�l�ndung�, d�katakan bahwa c�ptaan 

yang d�l�ndung� adalah c�ptaan dalam b�dang �lmu pengetahuan, sen�, dan sastra yang mencakup 
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antara	 lain	 :	 a)	 buku,	 program	 komputer,	 pamflet,	 perwajahan	 (lay out), karya tul�s yang 

d�terb�tkan, dan karya tul�s la�nnya ; b) ceramah, kul�ah, p�dato, dan sejen�snya ; c) alat peraga 

dalam pend�d�kan dan ke�lmuan ; d) lagu atau mus�k dengan atau tanpa teks ; e) drama, drama 

musikal,	tari,	koreografi,	pewayangan,	pantomim	;	f)	seni	rupa	dalam	segala	bentuk	seperti	:	seni	
lukis,	gambar	ukir,	kaligrafi,	pahat,	patung,	seni	terapan	;	g)	arsitektur;	h)	peta;	i)	seni	batik;	j)	
fotografi;	k)	sinematografi;	l)	terjemahan,	tafsir,	saduran,	bunga	rampai,	dan	pengalihwujudan	
la�nnya. 

Dar� ketentuan Pasal 12 UU Hak C�pta tersebut tampak bahwa terdapat banyak kesamaan 

antara jen�s c�ptaan yang d�l�ndung� berdasarkan UU Hak C�pta tersebut dan subsektor-subsektor 

ekonom� yang termasuk dalam Ekonom� Kreat�f. Subsektor yang termasuk ekonom� kreat�f  yang 

dimaksud,	yaitu	:	1)	Arsitektur;	2)	Desain;	3)	Film,Video	&	Fotografi;	4)	Kuliner;	5)	Kerajinan;	
6) Mode; 7) Mus�k; 8) Penerb�tan dan Percetakan; 9) Perma�nan Interakt�f; 10) Per�klanan; 

11) R�set dan Pengembangan; 12) Sen� Rupa; 13) Sen� Pertunjukan; 14) Teknolog� Informas�; 

dan 15) Telev�s� dan Rad�o. Dengan dem�k�an, keberadaan ketentuan-ketentuan UU Hak C�pta 

tersebut sungguh mendukung perkembangan ekonom� kreat�f, utamanya dalam member�kan 

perl�ndungan atas hak c�pta kepada para pelaku ekonom� kreat�f dan juga member�kan rasa aman 

dan nyaman dalam bekerja kepada paa pelaku ekonom� kreat�f tersebut. 

Terka�t penegakan hukum, dalam pasal 56 UU Hak C�pta antara la�n d�nyatakan bahwa 

pemegang hak c�pta berhak mengajukan gugatan gant�rug� kepada Pengad�lan N�aga atas 

pelanggaran hak c�ptanya dan mem�nta peny�taan terhadap benda yang d�umumkan atau 

has�l perbanyakan c�ptaan �tu. Dalam Pasal 56 UU Hak C�pta tersebut juga d�sebutkan bahwa 

pemegang hak c�pta juga berhak memohon kepada Pengad�lan N�aga agar memer�ntahkan 

penyerahan seluruh atau sebag�an penghas�lan yang d�peroleh dar� penyelenggaraan pertunjukan 

atau pameran karya yang merupakan has�l pelanggaran hak c�pta. 

Dalam pasal 62 Ayat 1 UU Hak C�pta d�sebutkan bahwa terhadap Putusan Pengad�lan 

N�aga mengena� Hak C�pta �n� hanya dapat d�lakukan kasas�. Bag� masyarakat umum yang 

belum terlalu memaham� prosedur hukum dan perad�lan tampaknya ketentuan �n� b�asa-b�asa 

saja dan t�dak ada satu hal yang �st�mewa atau luar b�asa. Bahkan secara sek�las ada kesan bahwa 

ada pembatasan yang ketat, dengan d�pergunakannya kata “hanya dapat d�lakukan kasas�”, yang 

secara log�ka bahasa berart� harus melalu� prosedur kasas�, t�dak boleh melalu� proedur yang la�n. 

Padahal maksud dar� ketentuan �n� sesungguhnya untuk mempercepat proses perad�lan. Salah 

satu kelemahan proses perad�lan adalah lamanya waktu yang d�perlukan untuk mendapatkan 

keputusan yang berkekuatan hukum meng�kat, karena adanya proses atau prosedur berturut-turut 

ya�tu : pengad�lan pertama, band�ng, dan barulah kasas�. Dalam konteks pasal �n� d�maksudkan 

bahwa t�dak perlu melalu� band�ng dulu tetap� dapat langsung ke kasas�. 

Pertanyaan yang wajar muncul kemud�an adalah j�ka ketentuannya sudah ada sedem�k�an, 

namun ternyata d�anggap mas�h menjad� masalah yang belum terselesa�kan tuntas, maka 

pertanyaannya adalah : hal apa lag�kah yang perlu d�lakukan untuk mengatas� masalah 
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menyangkut HKI �n� ? Namun sebelum masuk pada pembahasan �tu, ber�kut �n� adalah has�l 

penel�t�an menyangkut satu undang-undang lag� yang menjad� subjek penel�t�an �n�, yakn� 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desa�n Industr� (yang selanjutnya cukup d�sebut 

dengan “UU Desa�n Industr�”). 

Dalam UU Desa�n Industr� pada bag�an kons�derans d�nyatakan antara la�n : Bahwa untuk 

memajukan �ndustr� yang mampu bera�ng dalam l�ngkup perdagangan nas�onal dan �nternas�onal 

perlu d�c�ptakan �kl�m yang mendorong kreas� dan �novas� masyarakat d� b�dang desa�n �ndustr� 

sebaga� bag�an dar� s�stem Hak Kekayaan Intelektual, dan bahwa hal tersebut d�dorong juga 

oleh kekayaan budaya dan etn�s bangsa Indones�a yang sangat beragam merupakan sumber 

bag� pengembangan desa�n �ndustr�. Dalam Pasal 1 UU Desa�n Industr� d�sebutkan bahwa 

yang	 dimaksud	 dengan	Desain	 Industri	 adalah	 suatu	 kreasi	 tentang	 bentuk,	 konfigurasi,	 atau	
kompos�s� gar�s atau warna, atau gar�s dan warna, atau gabungan dar�padanya yang berbentuk 

t�ga d�mens� atau dua d�mens� yang member�kan kesan estet�s dan dapat d�wujudkan dalam pola 

t�ga d�mens� atau dua d�mens� serta dapat d�paka� untuk menghas�lkan suatu produk, barang 

komod�tas �ndustr�, atau keraj�nan tangan (Pasal 1 Ayat 1 UU Desa�n Industr�). 

Dalam ketentuan-ketentuan UU Desa�n Industr� terdapat beberapa kem�r�pan dengan UU 

Hak C�pta, walaupun tentu saja mem�l�k� perbedaan-perbedaan yang menyebabkan dua hal �tu 

perlu d�atur dalam dua undang-undang tersend�r�. Beberapa perbedaan mendasar antara UU 

Hak	Cipta	dengan	UU	Desain	Industri	misalnya	mengenai	:	perbedaan	definisi	atau	pengertian	
dar� c�ptaan (dalam UU Hak C�pta) dan desa�n �ndustr� (dalam UU Desa�n Industr�). Kemud�an 

perbedaan hak c�pta dan hak desa�n �ndustr� dalam hal asas & pengaturan tentang terb�tnya hak-

hak tersebut. Dalam Pasal 2 UU Desa�n Industr� d�katakan bahwa Hak Desa�n Industr� d�ber�kan 

untuk desa�n �ndustr� yang “baru”. Yang d�sebut baru adalah apab�la pada tanggal pener�maan 

(tanggal pener�maan permohonan hak), desa�n �ndustr� tersebut t�dak sama dengan yang ada 

sebelumnya, namun dalam Pasal 3 UU Desa�n Industr� d�atur bahwa ada tolerans� waktu sampa� 

6 (enam) bulan sebelum tanggal pener�maan apab�la desa�n �ndustr� �tu d�pertunjukkan dalam 

pameran nas�onal / �nternas�onal, atau d�gunakan dalam rangka percobaan atau terka�t pend�d�kan, 

penel�t�an, pengembangan. 

Mengena� dasar kemunculan hak desa�n �ndustr�, dalam Pasal 10 UU Desa�n Industr� 

d�sebutkan bahwa Hak Desa�n Industr� d�ber�kan atas dasar Permohonan. Asas yang melandas� 

ketentuan pasal tersebut yang berart� juga UU tersebut, berbeda dengan yang d�anut dalam 

UU Hak C�pta. Hak Desa�n Industr� d�peroleh berdasarkan d�ter�manya / d�kabulkannya suatu 

permohonan oleh Negara / Pemer�ntah cq Kementer�an / D�rektorat Jenderal yang berwenang. 

Berbeda dengan Hak C�pta yang d�anggap terb�t bersamaan dengan lah�rnya c�ptaan terka�t (Dan 

t�ndakan pendaftaran Hak C�pta adalah untuk menguatkan atau menegaskan, serta memudahkan 

pembukt�an dalam hal terjad� suatu masalah). Sela�n �tu, d� dalam Pasal 12 UU Desa�n Industr� juga 

d�sebutkan penegasan bahwa p�hak yang untuk pertama kal� mengajukan Permohonan d�anggap 

sebga� pemegang Hak Desa�n Industr�, kecual� j�ka terbukt� sebal�knya. Mengena� jangka waktu 
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perl�ndungan desa�n �ndustr�, dalam Pasal 5 UU Desa�n Industr� d�katakan bahwa perl�ndungan 

terhadap Hak Desa�n Industr� d�ber�kan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terh�tung sejak 

tanggal pener�maan. D�atur pula bahwa tanggal mula� berlakunya perl�ndungan terhadap Hak 

Desa�n Industr� tersebut d�catat dalam “Daftar Umum Desa�n Industr�” dan d�umumkan dalam 

“Ber�ta Resm� Desa�n Industr�” (Pasal 5 Ayat 2 UU Desa�n Industr�). 

Dalam pasal 31 UU Desa�n Industr� d�sebutkan bahwa hak Desa�n Industr� dapat beral�h 

atau d�al�hkan dengan pewar�san, h�bah, was�at, perjanj�an tertul�s, atau sebab-sebab la�n yang 

d�benarkan peraturan perundangan. Namun dem�k�an, pengal�han Hak Desa�n Industr� tersebut 

t�dak mengh�langkan hak “Pendesa�n” untuk d�cantumkan namanya / �dent�tasnya, ba�k dalam 

“Sertifikat	Desain	Industri”,	“Daftar	Umum	Desain	Industri”	dan	“Berita	Resmi	Desain	Industri”	
(Pasal 32 UU Desa�n Industr�). Pengert�an “Pendesa�n” �tu send�r�, sebaga�mana telah d�jelaskan 

dalam Pasal 1 angka 2 UU Desa�n Industr�, adalah seorang atau beberapa orang yang menghas�lkan 

desa�n �ndustr�. 

Terka�t Hak Desa�n Industr� �n�, dapat muncul persoalan, m�salnya apab�la suatu desa�n 

�ndustr� d�buat dalam rangka suatu hubungan d�nas atau pekerjaan, s�apakah yang merupakan 

pemegang hak desa�n �ndustr�-nya? Apakah yang menyuruh membuat ataukah yang melaksanakan 

pembuatan desa�n �ndustr� tersebut? Ternyata UU Desa�n Industr�, sebaga�mana halnya UU Hak 

C�pta yang telah d�bahas d� atas, juga telah mengant�s�pas� potens� masalah �n�. Dalam Pasal 

7 UU Desa�n Industr� (Ayat 1) telah d�atur bahwa dalam konteks beg�tu maka pemegang hak 

desa�n �ndustr� (HDI)-nya adalah p�hak yang untuk / dalam d�nasnya desa�n �tu d�kerjakan, 

kecual� d�perjanj�kan la�n. Dalam Ayat 2 dan 3 Pasal 7 UU Desa�n Industr� juga telah d�ant�s�pas� 

seanda�nya desa�n �ndustr� d�buat berdasarkan pesanan, maka yang membuat desa�n �ndustr� 

tersebut-lah yang d�anggap sebaga� Pendesa�n dan pemegang Hak Desa�n Industr�, kecual�, 

tentunya, j�ka d�perjanj�kan la�n oleh para p�hak. 

Mengena� penyelesa�an sengketa dan penegakan hukum terka�t Desa�n Industr� antara la�n 

d�atur bahwa pemegang Hak Desa�n Industr� atau pener�ma l�sens� dapat menggugat s�apapun 

yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebaga�mana d�maksud pasal 9 yakn� 

gugatan gant� rug� dan / atau penghent�an semua perbuatan tersebut, dengan cara mengajukan 

gugatan ke Pengad�lan N�aga (Pasal 46 UU Desa�n Industr�). Dalam pasal 47 UU Desa�n 

Industr� juga d�atur bahwa sela�n penyelesa�an gugatan melalu� Pengad�lan N�aga tersebut, para 

p�hak dapat menyelesa�kan persel�s�han tersebut melalu� arb�trase atau alternat�f penyelesa�an 

sengketa. Dalam Pasal 40 d�katakan bahwa terhadap Putusan Pengad�lan N�aga tersebut hanya 

dapat d�mohonkan kasas�. Art�nya dengan aturan �tu d�harapkan proses penyelesa�an menjad� 

leb�h sederhana dan s�ngkat. Tanpa harus melalu� pengad�lan t�ngkat band�ng. 

Persoalan yang kemud�an pantas d�bahas dalam penel�t�an �n� adalah ketentuan-ketentuan 

manakah dar� kedua UU tersebut yang mendukung pengembangan Ekonom� Kreat�f ? Dar� 

ketentuan-ketentuan dalam UU Hak C�pta maupun UU Hak Desa�n Industr� yang telah d�kaj� d� 

atas, tampak bahwa terdapat pasal-pasal yang jelas akan mendukung pengembangan ekonom� 
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kreat�f khususnya dalam member�kan perl�ndungan atas hak c�pta dan hak desa�n �ndustr� kepada 

para penc�pta dan pendesa�n dalam b�dang �ndustr�, yang menjad� tulang punggung ekonom� 

kreat�f. Memang ada beberapa hal yang perlu d�perba�k� dalam kedua undang-undang tersebut 

m�salnya : tentang l�ngkup c�ptaan-c�ptaan yang d�l�ndung� harus leb�h d�perluas seh�ngga 

mencakup seluruh subsektor ekonom� kreat�f, dan d�buat dengan s�fat seant�s�pat�f mungk�n 

seh�ngga leb�h menjam�n perl�ndungan dan kepast�an bag� para pelaku ekonom� kreat�f dan 

mampu menjawab perkembangan jaman yang dem�k�an cepat. 

Sebuah peraturan yang ba�k, dalam b�dang apapun �tu, adalah peraturan yang mampu 

mengant�s�pas� perkembangan ke depan. Khusus untuk peraturan terka�t HKI dan Ekonom� Kreat�f 

�n�, maka �dealnya peraturan �tu mampu mengant�s�pas� perlembangan berbaga� sub-sub sektor 

atau b�dang-b�dang la�n d� masa depan yang berpotens� muncul dan berkembang yang tentunya 

juga memerlukan pengaturan, seh�ngga t�dak harus ser�ng bongkar pasang peraturan perundang-

undangan. Dalam konteks tersebut, seanda�nya memang ada upaya untuk penyempurnaan 

terhadap kedua undang-undang tersebut maka beberapa hal yang perlu d�perhat�kan adalah 

mengenai	 hal-hal	 berikut	 ini	 :	 ketentuan	 umum	 atau	 definisi	 dari	 berbagai	 istilah	 /	 konsep	 /	
pengert�an yang d�atur atau d�pergunakan dalam undang-undang tersebut, l�ngkup c�ptaan dan 

desa�n �ndustr� yang d�l�ndung�, tatacara penyelesa�an sengketa yang cepat efekt�f sederhana¸ 

tatacara penegakan hukum yang juga cepat efekt�f sederhana dan tentu berkead�lan (ba�k dar� 

seg� prosedur / hukum acara maupun dar� seg� ketentuan mater��l / substant�f hukum). 

Pada saat laporan penel�t�an �n� sedang d�susun dan hamp�r d�selesa�kan penul�sannya 

dalam bentuk art�kel �n�, ada sebuah ber�ta yang menar�k perhat�an penul�s (penel�t�) pada Har�an 

Kompas (“Industr� Kreat�f Terus D�pacu”, Kompas ed�s� tanggal 11 Jul� 21014) yang antara la�n 

menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Hak C�pta yang saat �n� d�bahas Pan�t�a Khusus 

DPR d�harapkan menjad� pemacu tumbuhnya �ndustr� kreat�f d� Indones�a dalam menghadap� 

Masyarakat Ekonom� ASEAN 2015. RUU yang kalau d�sahkan nant� tentu akan memperba�k� atau 

menggant� UU Hak C�pta 2002 �tu, sudah mel�batkan 18 subsektor ekonom� kreat�f (Kompas, 11 

Jul� 2014). D�katakan pula dalam ber�ta tersebut bahwa Hak C�pta akan mencakup semua sektor 

di	industri	kreatif,	tidak	hanya	musik,	buku,	dan	film,	tetapi	juga	antara	lain	industri	animasi,	
perma�nan (games), mode / fashion, dan la�n-la�n. Ber�ta �n� semak�n menambah keyak�nan 

penul�s/penel�t� tentang pent�ngnya peraturan-perundang-undangan tentang Hak C�pta dan hak 

desa�n Industr� bag� �ndustr� kreat�f atau ekonom� kreat�f sebaga�mana menjad� subjek penel�t�an 

�n�. 

VII. KESIMPULAN
Berdasarkan hal-hal tersebut maka kes�mpulan penel�t�an �n� adalah sebaga� ber�kut : 

1. Terdapat ketentuan yang memada� d� dalam UU Hak C�pta (UU Nomor 19 Tahun 2002) 

dan UU Desa�n Industr� (UU Nomor 31 Tahun 2000) yang mendukung pengembangan 
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ekonom� kreat�f. Adapun ketentuan tersebut mel�put� pasal-pasal ber�kut : Pasal 5, 7, 10, 

12, 56, dan 62 ayat 1 Undang-Undang hak C�pta. Dem�k�an pula dalam Undang-Undang 

Desa�n Industr� terdapat ketentuan yang memada� ya�tu dalam Pasal 2, 3, 5, 7, 10, 12, 31, 

32, 40, dan 46 Undang-Undang Desa�n Industr�.

  

2. Dalam rangka penyempurnaan dan penegakan hukum HKI untuk mengopt�malkan 

perl�ndungan dan kepast�an bag� para pelaku ekonom� kreat�f, maka khususnya terka�t 

dengan adanya rencana penyempurnaan UU Hak C�pta (dan juga UU Desa�n Industr�), 

perlu d�pert�mbangkan penyempurnaan mengena� hal-hal ber�kut �n� : tentang l�ngkup 

c�ptaan-c�ptaan yang d�l�ndung� harus leb�h d�perluas seh�ngga mencakup seluruh 

subsektor ekonom� kreat�f, dan d�buat dengan s�fat seant�s�pat�f mungk�n seh�ngga 

leb�h menjam�n perl�ndungan dan kepast�an bag� para pelaku ekonom� kreat�f dan 

mampu menjawab perkembangan jaman yang dem�k�an cepat. Mampu mengant�s�pas� 

perkembangan sub-sub sektor atau b�dang-b�dang la�n d� masa depan yang berpotens� 

muncul dan berkembang yang tentu juga memerlukan pengaturan, seh�ngga t�dak harus 

ser�ng bongkar pasang peraturan perundang-undangan. Seanda�nya ada upaya untuk 

penyempurnaan terhadap kedua undang-undang tersebut maka beberapa hal yang perlu 

diperhatikan	adalah	hal-hal	berikut	ini	:	ketentuan	umum	atau	definisi	dari	berbagai	istilah	
/ konsep / pengert�an yang d�atur atau d�pergunakan dalam undang-undang tersebut, 

l�ngkup c�ptaan dan desa�n �ndustr� yang d�l�ndung�, tatacara penyelesa�an sengketa yang 

cepat efekt�f sederhana¸ tatacara penegakan hukum yang juga cepat efekt�f sederhana 

dan tentu berkead�lan (ba�k dar� seg� prosedur / hukum acara maupun dar� seg� ketentuan 

mater��l / substant�f hukum). Khusus terka�t penegakan hukum HKI dalam hubungan 

dengan ekonom� kreat�f, perlu pengawasan leb�h melekat oleh p�hak berwenang 

terhadap proses dan lembaga penegakan hukum HKI agar leb�h menjam�n kepast�an dan 

perl�ndungan hukum bag� seluruh warganegara, utamanya yang berkec�mpung dalam 

ekonom� kreat�f. 
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LAMPIRAN

PELAKSANAAN SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN TH 2014

I. Har�/Tgl.  :  Rabu, 18 Jun� 2014

Program Stud� :  Manajemen

Konsentras� :  Manajemen Sumber Daya Manus�a

Moderator   :  Drs. A A Ngr Gede Su�ndrawan, MM

Ruang  :  Aula STIMI

Waktu	 	 :		09.00	–	13.00

No. Nama Penyaji/Perguruan Tinggi Judul Makalah

1 Dr. Idayant� Nursyams�, SE, MM

(FE Un�v. Hasanudd�n)

Road Map Human Resource 

Management Pada PT Semen Tonasa 

d� Sulawes� Selatan

2 Dr. Ike Kusdyah Rachmawat�, SE, MM

(STIE ASIA Malang)

Sos�al Cap�tal UKM Berbas�s 

Perempuan Untuk Pengembangan 

Usaha M�kro D� Kabupaten Malang 

Jawa T�mur

3 Drs. I Made Purba Astakon�, M.Par

(STIMI Handayan� Denpasar)

Anal�s�s In-role Performance Dan 

Innovat�ve Performance Sebaga� 

Var�abel Mad�as� Dalam Model 

Kepuasan Kerja Dengan K�nerja 

Karyawan  Sektor Publ�k Serta Gender 

Sebaga� Var�abel Moderat�ng

4 Dr. Dra. I Gust� Ayu Manuat� Dew�, MA 

Fak. Ek Dan B�sn�s UNUD

Konflik	Pekerjaan	–	Keluarga	Dan	
Strateg� Penanggulangannya Pada 

Pasangan Bekerja D� Bal�: Sebuah 

Stud� Kual�tat�f
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II. Har�/Tgl.  :  Rabu, 18 Jun� 2014

Program Stud� :  Manajemen

Konsentras� :  Manajemen Pemasaran

Moderator  :  Dra. Ketut Karw�n�, MM

Ruang  :  VII

Waktu	 	 :		09.00	–	13.00

No. Nama Penyaji/Perguruan Tinggi Judul Makalah

1 Angg�h Apr�and�

(Fak. Ek Dan B�sn�s Un�v. Telkom Bandung)

Endang Sofyan

(Fak.Ek. Dan B�sn�s Un�v. Telkom Bandung)

Pengaruh Bauran Promos� Terhadap 

Eku�tas Merek Pelumas Enduro 4T 

D� Kota Bandung Tahun 2014

2 Made Wahyu Adh�putra, SE

(FE Un�v. Mahendradatta Denpasar)

Penataan Pasar Modern Dan 

Perl�ndungan Pasar Trad�s�onal 

Melalu� Strateg� Atr�but Produk

3 Drs. W�ryawan Suputra Gum�, MM

(STIMI Handayan� Denpasar)

R�ska Nov�an�

(STIMI Handayan� Denpasar)

Kual�tas Pelayanan Dan Per�klanan 

Dampaknya Terhadap Keputusan 

Pembel�an Pada PT Equator Bhum� 

Serv�s�ndo (EBS) D� Denpasar

4 Ida Ayu Tr�sna W�jayant�, SE, MM

(STIMI Handayan� Denpasar)

Drs. I B Ngr. W�mpasc�ma, MS�

(STIMI Handayan� Denpasar)

I Gede Hard�ka Indra Prasta

(STIMI Handayan� Denpasar)

Strateg� Pemasaran Dalam 

Mempertahankan Dan 

Men�ngkatkan Jumlah Konsumen 

Pada Bal� Summer Rent Car D� 

Pecatu, Kuta Selatan

(Upaya Pemberdayaan Pengusaha 

Lokal)
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III. Har�/Tgl.  :   Rabu, 18 Jun� 2014

Program Stud� :   Manajemen

Konsentras� :   Manajemen Perkantoran, Keuangan dan B�sn�s Par�w�sata

Moderator  :   Drs. I Wayan Ward�ta, MM

Ruang  :   VIII

Waktu  :   09.00  -  13.00

No. Nama Penyaji/Perguruan Tinggi Judul Makalah

1 Drs. I Gust� Gde Oka Pradnyana, MS�

(STIMI Handayan� Denpasar)

Putu Sr�wahyun�

(STIMI Handayan� Denpasar)

Pengaruh Komun�kas� Internal Dan 

Komun�kas� Eksternal Terhadap K�nerja 

Karyawan Pada PT Express Garment 

Denpasar 

2 Dra. N� Made Gunastr�, MM

(STIMI Handayan� Denpasar)

Ketut Meja

(STIMI Handayan� Denpasar)

Mot�vas�, L�ngkungan Kerja F�s�k 

Dan Dampaknya Terhadap K�nerja 

Karyawan Pada PT Ekonom�s Cepat 

Tepat Bal� D� Denpasar

3 Tet�e Set�yart�, SE, MS�

(STIMI Handayan� Denpasar)

Dr. I B Gede Ud�yana, SE, MS�, Ak

(STIMI Handayan� Denpasar)

N� Putu Ayu Mahayant�

(STIMI  Handayan� Denpasar)

Total Aset Turnover Dan Net Prov�t 

Marg�n Pengaruhnya Terhadap Return 

On Equ�ty Pada PT Astra Internas�onal 

Tbk Dan Anak Perusahaan

4 Dr. I B Radendra Swastama, SH, MH

(STIMI Handayan� Denpasar)

Peraturan Perundangan Tentang HKI

(Khususnya UU Hak C�pta Dan UU 

Desa�n Industr� Dan Pengembangan 

Ekonom� Kreat�f)


